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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang 

baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan: 

a. ketentuan keselamatan pertambangan; 

b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi 

dan/atau Pascatambang;

c. upaya konservasi mineral dan batubara; 

d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha 

Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas 

sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan 

sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 96
1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan 

menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana 
Pascatambang. 

2. Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan 
sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.

3. Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang 
tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK 
wajib:
a.memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan 

dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
b.melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir 

dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

4. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang 
telah dilakukan Reklamasi dan atau Pascatambang 
kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan 

menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan/atau 

dana Jaminan Pascatambang.

2. Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk 

melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang 

dengan dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1).

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak 

melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang 

sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 100

1. Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan 

Operasi Produksi sebelum menciutkan atau 

mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib 

melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga 

mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus 

persen).

2. Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK 

berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 

ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan 

Pascatambang hingga mencapai tingkat 

keberhasilan 100% (seratus persen) serta 

menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan/atau 

dana Jaminan Pascatambang.

Pasal 123A



Apa perbedaan Reklamasi dan
Pascatambang?

6
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Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha

pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas 

lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai 

peruntukannya.

Tahun 2000 Tahun 2018
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Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut

setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk

memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di

seluruh wilayah penambangan.

AKTUAL KONDISI DAERAH 

PASCATAMBANG - JUNI 2006

KOMPUTER MODELING TAHUN 2002 

PREDIKSI KONDISI PASCATAMBANG

Pemulihan Fungsi Sosial



Mekanisme Reklamasi dan Pascatambang

PENYELIDIKAN 

UMUM EKSPLORASI

EKSPLORASI

Rencana Reklamasi 
Tahap Eksplorasi

Pengajuan

sesuai dengan jangka 
waktu kegiatan 

Eksplorasi dengan 
rincian tahunan.

FS
IUP/IUPK OPERASI 

PRODUKSI

OPERASI PRODUKSI

Rencana Reklamasi 
Tahap OP

Disusun berdasarkan 

dokumen lingkungan 
hidup dan studi 

kelayakan YANG 
TELAH DISETUJUI

Pengajuan

sesuai dengan jangka 
waktu 5 tahun dengan 

rincian tahunan.
bersamaan dengan 

pengajuan 
permohonan IUP 
OP atau IUPK OP 
kepada Menteri 
melalui Direktur 

Jenderal atau 
Gubernur sesuai 

dengan 
kewenangannya.

Rencana Pascatambang

Disusun berdasarkan 

dokumen lingkungan 
hidup YANG TELAH 

DISETUJUI

Pengajuan

Persetujuan Rencana 
Reklamasi Tahap 

Eksplorasi

Persetujuan Rencana 
Reklamasi Tahap 
Operasi Produksi

Persetujuan Rencana 
Pascatambang

Pelaksanaan Reklamasi 
Tahap Eksplorasi

Pelaksanaan Reklamasi 
Tahap Operasi Produksi

Penempatan Jaminan 
Reklamasi Tahap 

Eksplorasi

PASCATAMBANG

Penempatan Jaminan 
Reklamasi Tahap 
Operasi Produksi

Penempatan Jaminan 
Pascatambang

Pelaksanaan 
Pascatambang

REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
▪ Mereklamasi lahan terganggu selama 

kegiatan Eksplorasi, ex:  lubang 
pengeboran, sumur uji, parit uji, fasilitas 
penunjang Eksplorasi; 

▪ Eksplorasi dengan rincian tahunan; dan
▪ Program Reklamasi dalam bentuk kegiatan 

revegetasi.

REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
▪ Mereklamasi lahan terganggu selama 

kegiatan OP; 
▪ Program Reklamasi dapat dalam bentuk 

revegetasi atau peruntukkan lainnya, 
meliputi : area pemukiman, pariwisata, 
sumber air, atau area pembudidayaan.



KONSEP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG – PROSES BISNIS

Pengajuan
Rencana

Pascatambang

Penetapan dan
Penempatan

Jaminan
Pascatambang

Pelaksanaan
Pascatambang

Pencairan
Jaminan

Pasca
Tambang

Setelah Operasional 
Pertambangan berakhir pada 
lahan bekas, fasilitas 
pengolahan/pemurnian, dan 
fasilitas penunjang

Setiap triwulan setelah pelaksanaan dan 
penyampaian laporan sesuai pencapaian 
luas dan kualitas program Reklamasi 
Pascatambang serta penyelesaian program 
sosial ekonomi dan pemantauan lingkungan

▪Ditempatkan per tahun sesuai umur 
tambang berdasarkan tata cara dalam 
Kepmen ESDM 1827K tahun 2018

▪2 tahun sebelum umur tambang 
berakhir harus sudah ditempatkan 
seluruhnya

Pengajuan
Rencana

Reklamasi

Penetapan dan
Penempatan

Jaminan
Reklamasi

Pelaksanaan
Reklamasi

Pelepasan/ 
Pencairan 
Jaminan

Reklamasi

Paralel Operasional Pertambangan 
pada lahan sudah selesai 
ditambang/lahan bekas fasilitas 
tidak digunakan

Setiap tahun setelah pelaksanaan 
dan penyampaian laporan sesuai 
pencapaian luas dan kualitas 
keberhasilan Reklamasi

▪Ditempatkan sekaligus pada 
periode 5 tahun pertama

▪Ditempatkan per tahun pada 
periode 5 tahun selanjutnya

Reklamasi adalah kegiatan yang
dilakukan sepanjang tahapan usaha
pertambangan untuk menata,
memulihkan, dan memperbaiki kualitas
lingkungan dan ekosistem agar dapat
berfungsikembali sesuai peruntukannya

Pascatambang adalah kegiatan 
terencana, sistematis dan 
berlanjut setelah akhir sebagian 
atau seluruh kegiatan usaha 
pertambangan untuk memulihkan 
fungsi lingkungan alam dan fungsi 
sosial menurut kondisi lokal di 
seluruh wilayah pertambangan.
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Reklamasi - Revegetasi

Penataan 
permukaan lahan

Penatagunaan
Lahan

Revegetasi Pemeliharaan

Penebaran tanah 
zona pengakaran

Pengendali erosi 
dan sedimentasi

Penanaman 
cover crop

Penanaman 
tanaman pionir dan 
lokal

Pemupukan, 
penyulaman dan 
penyiangan

Pengendalian 
gulma, hama dan 
penyakit



Reklamasi Lubang Bekas Tambang

Wajib membuat rencana pengelolaan dalam rangka pemanfaatan lubang bekas tambang meliputi:
a. Stabilisasi lereng
b. Pengamanan lubang bekas tambang (void)
c. Pemulihan atau pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang 

(void) sesuai dengan peruntukkannya
d. Pemeliharaan lubang bekas tambang (void)



1

• Luasan/jumlah void mengacu pada dokumen Lingkungan Hidup dan dokumen Rencana
Pascatambang.

2

• Pemanfaatan void harus sesuai kesepakatan para pemangku kepentingan (stakeholder)
yang dituangkan dalam surat permintaan dari masyarakat/warga atau Berita Acara
Konsultasi Rencana Pascatambang.

3

• Perusahaan pertambangan wajib berupaya melakukan pengamanan terhadap void yang
ditinggalkan.

4

• Penyerahan lahan bekas tambang baik berupa area revegetasi/lubang tambang/ bentuk
lainnya harus melalui mekanisme pelaksanaan Pascatambang yang disetujui oleh
pemberi izin.

Pengelolaan Lubang Bekas Tambang 



Reklamasi Bentuk Lain

Program Reklamasi tahap 
Operasi Produksi dapat 
dilaksanakan dalam bentuk 
revegetasi dan/atau 
peruntukan lainnya yang 
terdiri atas: 
a. area permukiman; 
b. pariwisata; 
c. sumber air; atau 
d. area pembudidayaan. 



Prinsip Program Reklamasi Bentuk Lain

• Reklamasi bentuk lain merupakan bagian dari program reklamasi
pada reklamasi tahap operasi produksi dan/atau pascatambang

• Kesesuaian program dengan peruntukan kawasan

• Keberlanjutan program dalam jangka panjang

• Kriteria keberhasilan disusun sesuai kajian dan bersifat site specific

• Perhitungan biaya reklamasi menyesuaikan dengan program
reklamasi yang direncanakan

15



Pelaksanaan pascatambang



Pelaksanaan
Program pascatambang
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PROGRAM 
KEGIATAN 

PASCATAMBANG

Penatagunaa
n Lahan

Pembongkaran

Penanggulangan 
AAT

Revegetasi

Pemanfaatan 
Void

Sosial, 
ekonomi

Pemeliharaan 
dan Perawatan



Pelaksanaan Penatagunaan Lahan
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Pengendalian Erosi dan Pengelolaan Air
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Drainase Permanen

Drainase
Drop Structure

Cover Crop
Sedimen Trap

Kolam Sedimen

Pengendalian Erosi dan Pengelolaan Air 



Pembongkaran
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Pembongkaran

Remediasi area 
jika terdampak

Penataan
Lahan

Reklamasi

Pembongkaran



Revegetasi
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Revegetasi

Analisis 
Kualitas 
Tanah

Pemupukan 

Pengadaan 
bibit 

Penanaman 

Pemeliharaan

Revegetasi



Pelaksanaan revegetasi
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Penyediaan Bibit
Penanaman

Tanaman Reklamasi
Pemberian Pupuk

Pemeliharaan dan 
Perawatan

Pemberian Kapur Pencegahan Hama



DASAR HUKUM PENGELOLAAN LUBANG BEKAS TAMBANG 
KEPMEN ESDM 1827/ K/MEM/30/2018 LAMPIRAN VI : PEDOMAN PELAKSANAAN 
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG SERTA PASCAOPERASI PADA KEGIATAN 
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



1

• Luasan/jumlah void mengacu pada dokumen Lingkungan Hidup
dan dokumen Rencana Pascatambang

2

• Pemanfaatan void harus sesuai kesepakatan para pemangku
kepentingan (stakeholder) yang dituangkan dalam surat
permintaan dari masyarakat/ warga atau Berita Acara Konsultasi
Rencana Pascatambang

3

• Perusahaan pertambangan wajib berupaya melakukan
pengamanan terhadap void yang ditinggalkan

4

• Penyerahan lahan bekas tambang baik berupa area revegetasi/
lubang tambang/ bentuk lainnya harus melalui mekanisme
pelaksanaan pascatambang yang disetujui oleh pemberi izin.

PENGELOLAAN LUBANG BEKAS TAMBANG
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Enkapsulasi
Pengapuran

Wet Land

Pengelolaan Void



Pemanfaatan LUBANG BEKAS TAMBANG

26

Stabilisasi lereng

Pengamanan 

Pemulihan dan pemantauan kualitas air 

Pemeliharaan dan Pemanfaatan

Pengelolaan Void



Program Pengembangan Sosial Ekonomi

27

Sosial
Ekonomi

Community

Development

Kemandirian
Masyarakat

Pengembangan 
Sumber Daya

Manusia

Karakteristik
Lokal

Sosial dan Ekonomi
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Program Sosial dan Ekonomi
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Kelapa Sawit



PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Total luas area
hingga saat ini
mencapai
152.64 Ha

Penanaman Kelapa Sawit
di Area Pasca Tambang
Gitan Operation Sub Blok
LKN & LKS



PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Sub Blok LKS Sub Blok LKN
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Arboretum



Arboretum merupakan kawasan hutan koleksi pepohonan seluas 

16 Ha yang berisi berbagai jenis pohon, baik yang sudah ada 

maupun yang ditanam dengan mengikuti habitat aslinya serta 

dimaksudkan sebagai areal pelestarian keanekaragaman hayati. 

MHU sejak tahun 1997 membangun dan mengembangkan 

kawasan reklamasi menjadi kawasan arboretum yang kemudian 

diberi nama Arboretum Busang. Arboretum Busang berada di 

dalam konsesi pertambangan batubara PT Multi Harapan Utama 

yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan 

Timur. Arboretum ini dibangun dan dikembangkan pada kawasan

reklamasi pasca tambang tahun tanam 1997. 

ARBORETUM BUSANG



ARBORETUM BUSANG

Kawasan 
Konservasi
Biodiversity

Kawasan 
Plasma 
Nutfah

Hutan
Pendidikan & 

Penelitian

Kantung & 
Koridor Satwa

Hutan Wisata
& Ecotourism

Sumber bibit
Jenis Lokal



ARBORETUM BUSANG

“Menjadi sarana 

edukasi melalui 
aktivitas penelitian 
di area Pasca 
Tambang”



ARBORETUM BUSANG

Foto Drone Arboretum Busang



Laporan hasil Kajian Penelitian di Arboretum Busang 

ARBORETUM BUSANG



Pemantauan Fauna

Range Indeks Keanekaragaman 1.36 – 2.10 Range Indeks Keanekaragaman 2.30-2.83 Range Indeks Keanekaragaman 2.46-3.18

Range Indeks Keanekaragaman 3.54 – 4.11



Pemantauan Flora
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Penangkaran Rusa



Izin Penangkaran Rusa Sambar No. KT.559/K.18-
5KW.2/KSA.3/10/2017 oleh Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam Kalimantan Timur di area Pasca 
Tambang PT Multi Harapan Utama

PENANGKARAN RUSA



PENANGKARAN RUSA
Rusa sambar (disebut juga
rusa sambur, sambhur,
Tamil: Kadaththi man),
adalah jenis rusa besar
yang umum berhabitat di
Asia. Spesies yang umum
memiliki ciri khas tubuh
yang besar dengan warna
bulu kecoklatan. Sambar
dapat tumbuh setinggi
102 cm - 160 cm sampai
bahu dengan berat sekitar
546 kg. Sambar umumnya
berhabitat di hutan dan
bergantung pada tanaman
semak atau rerumputan.
Mereka umumnya hidup
dalam kelompok dengan
anggota 5 - 6 anggota.
Rusa sambar (Cervus
unicolor syn. Cervus
aristotelis)

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tamil


PEMANFAATAN DANAU PASCA TAMBANG 
UNTUK PENGOLAHAN AIR BERSIH

43



PENANGKARAN RUSA

Penangkaran Rusa Sambar

Bekerjasama dengan BKSDA Kaltim

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui
pengembangbiakan dan pembesaran satwa liar 

dengan tetap mempertahankan kemurnian
jenisnya

Penyediaan Pakan
dan Nutrisi

Kunjungan Dokter
Hewan berkala

Mendirikan tempat-
tempat perlindungan

Kandang
disesuaikan dengan

habitat



DANAU PASCA TAMBANG UNTUK WATER TREATMENT

Pemanfaatan Danau Pasca
Tambang sebagai Air Bersih
masyarakat sekitar melalui
Instalasi Pengolahan Air Bersih



DANAU PASCA TAMBANG UNTUK WATER TREATMENT

* Kolam pasca tambang tersebut dipantau kualitas airnya sesuai dengan Permenkes RI No. 32 tahun 2017 

WTP Margahayu
Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2010 dengan total biaya Rp 200 juta. Pada saat jumlah penduduk 
Desa Margahayu  semakin meningkat dan pemukiman semakin meluas maka pada tahun 2019, MHU 
membangun instalasi yang lebih besar secara kemitraan antara MHU yang berkontribusi sebesar Rp 669 
juta, Program PAMSIMAS dan desa Margahayu.

WTP Jonggon Jaya
Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 bersama dengan Desa Jonggon Jaya.

WTP Loa Ipuh Darat
Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2010 dengan total biaya sebesar Rp 300 juta, dengan biaya 
pemeliharaan sebesar Rp 6 juta/ bulan yang menurun secara gradual hingga bulan ke-6. Pada bulan ke-7, 
masyarakat telah dapat mengelola secara mandiri pemeliharaan IPAB Loah Ipuh Darat tanpa dukungan 
MHU. 

Kolam V05 Kolam V20 Kolam V27

Luas: 28,33 Ha Luas: 15,84 Ha Luas: 22,90 Ha

Sambungan: 75 rumah Sambungan: 17 RT Sambungan: 22 RT

Jumlah KK: 103 KK Jumlah KK: 1.000 KK Jumlah KK: 817KK



PETERNAKAN SAPI

47



PETERNAKAN SAPI

Pemilik lahan melalui Badan Usahanya,
Mengembangkan pertanian dan peternakan warga sekitar. Proyek perternakan mendukung 

program 2 juta ternak sapi dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur.



Pertanian Jagung

49



PERTANIAN JAGUNG

Pemilik lahan melalui Badan Usahanya,

mengembangkan pertanian dan peternakan. Proyek 

pertanian jagung ini bertujuan untuk mendukung 

ketahanan pangan Nasional. Produksi jagung akan 

dijual langsung ke pasar dan penyediaan pakan ternak.



Pengawasan, Pelaporan, dan Sanksi

Pengembangan Konsep Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan 
Reklamasi dan Pascatambang Berbasis Penginderaan Jauh

Data spasial Laporan
Pelaksanaan

Reklamasi 
(Pemegang IUP)

Pengolahan data 
Inderaja

(Pemerintah)

Verifikasi luasan
dan kualitas
Reklamasil



Laporan

pelaksanaan
pascatambang

Laporan

BERKALA

Pengawasan, Pelaporan, dan Sanksi

Laporan atas 

RKAB  

Laporan

BERKALA

Laporan kualitas air 

limbah pertambangan

Laporan

BERKALA

Laporan 

pelaksanaan
reklamasi

Laporan

BERKALA

Laporan kasus 

lingkungan

Laporan

KHUSUS

KEPMEN 1806K/30/MEM/2018



• Undang-Undang 3 Tahun 2020 Pasal 151
1. Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, 

SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4ll, Pasal 55 ayat (4)., Pasal 58  ayat (4ll, 
Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 7OA, Pasal 7l ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 
ayat (61, Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 
95, Pasal 96, Pasal 97,Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat 
(1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 1O5 ayat (1) dan ayat (4), 
Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal ii1 ayat (1), 
Pasal ll2 ayat (1), Pasal ll2f. ayat (1), Pasal ll4 ayat (2)', Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, 
Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat 
(1), Pasai 128 ayat (1), Pasal 729 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1)

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi 

Produksi; dan/atau
d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan. 53

Pengawasan, Pelaporan, dan Sanksi



• Undang-Undang 3 Tahun 2020 Pasal 161A

1. Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau

b. Penempatan dana Jaminan Reklamasi dan/atau dana Jaminan Pascatambang,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp100.000.000.0O0,0O (seratus miliar rupiah).

2. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau 
IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka 
pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi 
kewajibannya.

54

Pengawasan, Pelaporan, dan Sanksi



TERIMA KASIH
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